


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3986); 

3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000; 
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENT ANG 

BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK 
PERT AMBAHAN NILAI. 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud 
dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama 
satu tahun buku melakukan penyerahan: 
1. Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto 

tidak lebih dari Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam 
puluh juta rupiah); 
Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan bruto 

2. tidak lebih dari Rp180.000.000,00 (seratus delapan 
puluh juta rupiah); atau 

3. Penyerahan Barang Kena Pajak danJasa Kena Pajak, 
dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan 
bruto tidak lebih dari: 
a. Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta 

rupiah) jika peredaran Barang Kena Pajak lebih dari 
50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh 
peredaran bruto dan penerimaan bruto; atau 

b. Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta 
rupiah) jika penerimaan Jasa Kena Pajak lebih dari 
50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh 
peredaran bruto dan penerimaan bruto. 

Pasal 2 

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak 
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 



Pasal 3 

Ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 dan 
Pasal 2 tidak berlaku apabila Pengusaha Kecil rnernilih 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Pasal 4 
(1) Pengusaha Kecil wajib rnelaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila 
sarnpai dengan suatu bulan dalarn tahun buku, 
jurnlah peredaran bruto dan atau penerirnaan 
brutonya rnelebihi batas sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 1. 

(2) Pengusaha sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) 
wajib rnelaporkan usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak paling larnbat pada 
akhir bulan beriku tnya. 

Pasal 5 
(1) Pengusaha Kena Pajak dapat rnengajukan 

perrnohonan pencabutan pengukuhan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak apabila jurnlah peredaran 
bruto dan atau penerirnaan brutonya dalarn satu 
tahun buku tidak rnelebihi batas sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 1. 

(2) Pengusaha Kena Pajak sebagairnana dirnaksud dalarn 
ayat (1) wajib rnengajukan perrnohonan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ternpat Pengusaha 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling 
larnbat 1 (satu) bulan sejak berakhimya tahun buku. 

(3) Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan 
dalam jangka waktu 2 ( dua) bulan sejak permohonan 
pencabutan pengukuhan sebagaimena dimaksud 
dalam ayat (1) diterima. 

(4) Apabila dalarn jangka waktu sebagairnana dirnaksud 
dalarn ayat (3) Direktur Jenderal Pajak tidak 
rnernberikan keputusan, perrnohonan pencabutan 
pengukuhan dianggap diterirna. 

(5) Keputusan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena 



Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus 
diterbitkan paling lambat satu bulan setelah jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
berakhir. 

Pasal 6 

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

Pasal 7 

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai 
berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
648/KMK.04/1994 tentang Batasan Pengusaha Kecil 
Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada 
tang gal 1 J anuari 2001. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 Desember 2000 
MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO 


